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Atas Penjarahan Pasir di Riau Selama 20 Tahun

Singapura Patut Diadukan ke Mahkamah Int

JAKARTA, (PR).-

Ketua MPR, HM Amien Rais me-
ngatakan, penjarahan pasir Indone-
sia oleh kapal-kapal keruk dari berba-
gai perusahaan asing yang terjadi di
Riau Kepulauan sudah berlangsung
20 tahun belakangan ini. Praktek pen-
jarahan itu sudah sangat mempri-
hatinkan dan memilukan karena ke-
jadiannya berlangsung tanpa dapat
dihentikan.

Hal itu dikemukakan, Amien Rais
menanggapi laporan kunjungan ker-
ja Tim Komisi I DPR, di Jakarta,
Rabu (31/7).

Sebagai diberitakan, Komisi IDPR
yang melakukan kunjungan kerja
(kunker) ke Riau meminta pemerin-
tah mencabut Keputusan Presiden
(Keppres) No 33 Tahun 2002 tentang

pengerukan dan penjualan pasir laut.

Alasannya, Keppres itu telah menim-
bulkan dilema bagi aparat di lapang-

an untuk memberantas penyelundu-
pan pasir laut yang terbukti berdampak
serius bagi kerusakan lingkungan laut
dan kehidupan para nelayan.

Anggota DPR dari Komisi I, Ab-
dul Wahid Aziz Bisri setuju diter-
tibkannya pengerukan pasir dan
bahkan diminta untuk dihentikan
sama sekali. Kerusakan yang ditim-
bulkan pengerukan pasir tidak hanya
terhadap lingkungan tetapi juga ter-
hadap tatanan kehidupan masyarakat
dan nelayan di sekitar lokasi
pengerukan.

“Amien Rais yang dihubungi
wartawan usai pelantikan enam
anggota MPR pergantian ahtar wak-
tu (PAW) itu lebih lanjut mengata-
kan, Singapura membeli pasir In-
donesia itu tentu dengan harga yang
Sdngat murah, karena pada hakekat-
nya kapal-kapal keruk itu sudah men-
curi kekayaan alam Indonesia. Kare-

na itu sesungguhnya Indonesia bisa
menuntut ke Mahkamah Internasio-
nal atas penjarahan kekayaan negara
yang telah berlangsung sejak sangat
lama itu walaupun sebagian kesala-
han ada di pihak Indonesia.

Sementara itu, kata Amien, Singa-
pura jangan-jangan dalam proses
penjarahan pasir yang panjang itu
telah melakukan ‘crime of omition’
yaitu semacam kejahatan dengan
membiarkan berlangsungnya pen-
jarahan pasir, kemudian dibeli oleh
pihak Singapura.

Sudah saatnya sekarang ini Peme-
rintah Daerah di Riau dan Pemda se-
putar Kepulauan Riau yang sesung-
guhnya tiap malam hari melihat ta-
ker (alat berat, red) mencuri pasir ki-
ta itu segera bersama-sama peme-
rintah pusat, Angkatan Laut serta
Polri, sesegera mungkin menghen-
tikan penjarahan pasiritu. Apa yang

telah diputuskan oleh pemerintah
pusat pada waktu yang lalu hen- -
daknya dijadikan pegangan yang-
teguh. Kalau betul sekarang ada
enam atau tujuh kapal keruk yang
sudah ditangkap “d;a'ngan pernah

dilepaskan, tapl sampai tuntas
agar supaya ini'meénjadi preseden
yang bagus bal Indonesxa tidak
bisa lagi dikadaliii perusahaan-pe-

rusahaan asing itu yang membuat In-
donesia sebagai koloninya di daerah-
daerah jajahannya.

Menjawab pertanyaan, soal surat
fotocopi yang ditunjukkan oleh awak
kapal yang ditangkap, Amien me-
ngatakan, jika sekarang terjadi kolusi
antara baik antara aparat pemerintah
pusat atau pemerintah daerah dengan
para penjarah pasir itu tentu patut di-
angkat ke pengadilan nasional dan
kalau perlu ke Mahkamah (Pengadi-
lan) Internasional.(A-109)***
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